BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.691, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pemotongan PPH
Pasal 21. Tata Cara Pemotongan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 262/PMK.03/2010
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI

PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN
PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan
dan Pengenaan Pgjak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemotongan Pgjak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah;

Mengi ngat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
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Menetapkan :

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pagak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif
Pemotongan dan Pengenaan Pgjak Penghasilan Pasal 21 atas
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5174),

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI,
ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS
PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pgak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pgak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.

Pgjak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah
paak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasa 21
Undang-Undang Pgjak Penghasilan.

Pegabat Negara adalah Pgabat Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pokok-Pokok K epegawaian.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS
sebagaimana dimaksud daam  Undang-Undang  Pokok-Pokok
Kepegawaian.

Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota
TNI adalah anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pokok-Pokok Kepegawaian.

Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
Anggota POLRI adalah anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pokok-Pokok K epegawaian.

Pensiunan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan
atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu sebagal Pejabat Negara, PNS,
Anggota TNI atau Anggota POLRI, termasuk janda atau duda dan/atau
anak-anaknya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB lI
PENGHASILAN YANG DIKENAI PPh PASAL 21
Pasal 2

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setigp bulan
yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas
beban APBN atau APBD.
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(2) Penghasilan tetap dan teratur setigp bulan yang menjadi beban APBN atau
APBD sebaga mana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan
teratur bagi:

a. Pgabat Negara, untuk:
1) gai dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap
bulan; atau

2) imbalan tetap sgenisnya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. PNS, Anggota TN!, dan Anggota POLRI, untuk ggi dan tunjangan
lain yang sifatnya

tetap dan teratur setigp bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap
dan teratur setigp bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ggji, uang pensiun, dan
tunjangan ke-13 (ketiga belas).

Pasal 3

Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi
beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak
termasuk biaya perjalanan dinas.

Pasa 4

Dalam hal penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagamana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima dalam mata uang asing,
penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan
tersebut.

BAB IlI

DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Penghasilan
Kena Pgak.
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(2) Besarnya Penghasilan Kena Pgak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak
Kena Pgak.

(3) Besarnya Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
Pgabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI ditentukan
berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan
dikurangi dengan:

a. biayajabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur tentang biaya jabatan; dan

b. iuranyang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pgjabat Negara, PNS,
Anggota TNI, atau Anggota POLRI kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan olen Menteri Keuangan atau badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang
dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan.

(4) Besarnya penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur
setigp bulan dikurangi dengan biaya pensiun sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya pensiun.

Pasal 6

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama
apa pun sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penghasilan bruto.

Pasal 7

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgak per tahun adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenal penyesuaan besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pgjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Pg ak Penghasilan.

(2) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgak bagi wanita berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. bagl wanita kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pgak untuk
dirinya sendiri;
b. bagi wanitatidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pgjak untuk

dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pgak untuk
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
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